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ABSTRAKSI

Nama : Weni Pabarrung
NPM : 2274201051
Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah

Hukum Samarinda.
Dosen Pembimbing: 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
2. Dr. H. Syaharie Ja’ang, S.H., M. Si., M.H.

Peran Kejaksaan Negeri dalam sistem penegakan hukum tidak hanya
terbatas pada fungsi represif, tetapi juga mencakup fungsi preventif melalui
upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat di wilayah Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta
didukung dengan data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kejaksaan Negeri Samarinda telah melaksanakan perannya melalui berbagai
program, seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), penerangan hukum kepada
instansi dan masyarakat, serta program Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab
melalui media massa. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya
preventif dan edukatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Keberhasilan program lebih
banyak terlihat dari indikator kualitatif, seperti partisipasi dan antusiasme
peserta serta meningkatnya pemahaman hukum. Namun, dalam pelaksanaannya
masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya
manusia, keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja, serta belum optimalnya
sistem evaluasi program. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan
kualitas program, perluasan jangkauan kegiatan, serta penguatan sistem
evaluasi agar peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum,
Masyarakat.
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ABSTRACK

Name : Weni Pabarrung

Npm : 2274201051

Title : The Role Of The Samarinda District Attorney’s Office In
Inscreasing

Public Legal Awareness In The Samarinda City Area.

Instructor  :1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
2. Dr. H. Syaharie Ja’ang, S.H., M. Si., M.H.

The role of the District Attorney's Office in the law enforcement system
is not only limited to repressive functions but also includes preventive functions
through efforts to increase public legal awareness. This study aims to determine
the role of the Samarinda District Attorney's Office in improving public legal
awareness in the Samarinda City area based on Law Number 11 of 2021, as
well as to identify the obstacles encountered in its implementation. The
research method used is normative legal research with statutory and conceptual
approaches, supported by interview data. The results of the study indicate that
the Samarinda District Attorney's Office has carried out its role through various
programs, such as the Prosecutor Goes to School (JMS) program, legal outreach
to institutions and the public, as well as the Prosecutor Greets and Prosecutor
Answers programs through mass media. These programs reflect preventive and
educational efforts in enhancing public knowledge and understanding of the
law, particularly among students. The success of these programs is mainly
reflected in qualitative indicators, such as participant participation, enthusiasm,
and increased legal understanding. However, in its implementation, several
obstacles are still encountered, including limited human resources, budget
constraints, the wide coverage area, and the lack of an optimal program
evaluation system. Therefore, efforts are needed to improve program quality,
expand the scope of activities, and strengthen the evaluation system so that the
role of the Samarinda District Attorney's Office in increasing public legal
awareness can be carried out more effectively and optimally.

Keywords: Role of the Prosecutor's Office, Legal Awareness, Legal
Counseling, Society
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum
(rechtsstaat), bukan sebagai negara yang didasarkan pada kekuasaan semata
(machtsstaat). Prinsip ini eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa ‘“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Implikasi yuridis dari
prinsip negara hukum ini mewajibkan seluruh aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara untuk berlandaskan pada supremasi hukum untuk mewujudkan
keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.®

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan
untuk melaksanakan serta mengaktualisasikan norma hukum agar berfungsi
sebagaian pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai
lembaga, serta dapat pula dimaknai sebagai indakan penegakan hukum oleh
berbagai lembaga, serta dapat pula dimaknai sebagai Tindakan penegakkan
hukum oleh subjek tertentu dalam ruang lingkup yang lebih spesifik atau
terbatas.?

Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur hubungan sosial

dalam kehidupan bermasyarakat dengan menetapkan Batasan mengenai

perilaku yang dapat dibenarkan maupun dilarang.®

! Basuki, U., 75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran

Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Di Indonesia, Literasi Hukum, Volume 4, No. 2,
2020, him. 1-20.

2 Okky Irwana dkk., Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia, Federalisme:
Jurnal Kajian Hukum dan llmu Komunikasi, Volume 2, No. 1, 2025, him. 24.

¥ 1bid. him. 25.



Penegakkan hukum mencangkup pemahaman lembaga penegak
hukum dan individu yang bertugas sebagai petugas penegak hukum. Dalam
pengertian yang lebih khusus, pihak-pihak yang berperan dalam proses
penegakkan hukum mencangkup saksi, penasihat hukum, aparat kepolisian,

petugas permasyarakatan, serta jaksa dan hakim.*

Dalam konteks penegakkan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia
memegang peran strategis dan krusial dalam sistem peradilan pidana
Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya
terkait dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.° Posisi Kejaksaan sebagai dominus
litis pengendalian perkara dalam sistem peradilan pidana memberikan
wewenang eksklusif untuk melaksanakan penuntutan pidana di yurisdiksi
hukum Indonesia.®

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan
adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

* 1bid.

® Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B., “Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di
Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, National Multidisciplinary
Sciences, Volume 2, No. 3, 2025, him. 190-197.

® Mufrohim, O., & Herawati, R., “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal
Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ”, Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia, Volume 2, No. 3, 2020, him. 373-386.



Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum,
kejaksaan melaksanakan peran strategis yang jauh melampaui aspek represif
semata. “Fitri dan Cahyono menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya
berkewajiban dalam penegakkan hukum melalui proses penuntutan,

melainkan juga memiliki fungsi preventif guna menghindari terjadinya tindak

pidana dengan cara menjalankan berbagai program pembinaan masyarakat”.’

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma penegakkan hukum masa kini, yang
tidak lagi terbatas pada orientasi penghukuman (punishment), tetapi juga
menekankan pencegahan (prevention) serta edukasi bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diubah melalui Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2021 Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang
komprehensif, tidak hanya dibidang penuntutan pidana, tetapi juga di bidang
ketertiban dan ketentraman umum. Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa di bidang ketertiban
dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan
“peningkatan kesadaran hukum masyarakat.”

Menurut Atmaja, Sunarmi, dan Trisna, walaupun terminologi
“penyuluhan hukum” tidak secara tegas tercantum dalam regulasi perundang-
undangan mengenai kejaksaan, konsep ‘“peningkatan kesadaran hukum”
melibatkan sejumlah kegiatan edukasi hukum, antara lain penyuluhan hukum,
diseminasi peraturan perundang-undangan, serta inisiatif pembinaan hukum
lainnya.8

Peningkatan kesadaran hukum seharusnya dilakukan melalui
penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang

mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan
memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan

" Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B., Op.Cit.

¥ Atmaja, A. A., Sunarmi, S., & Trisna, W., “Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen
Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai ”, Locus Journal of
Academic Literature Review, Volume 3, No. 1, 2024, him. 75-84.



tertentu mengenai zakat, pajak dan lain-lain. peraturan yang dimaksud
dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, terutama diperlukan
penjelasan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan,
agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum
harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam
masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.®

Upaya peningkatan kesadaran hukum menjadi semakin penting apabila
diarahkan kepada kelompok usia anak remaja, khusunya pelajar. Anak
sekolah merupakan kelompok yang berada dalam tahap pembentukan
karakter dan nilai-nilai sosial, sehingga Pendidikan hukum sejak dini menjadi
sarana strategis dalam menanamkan budaya hukum yang berkelanjutan.

Pemberian pemahaman hukum kepada pelajar diharapkan dapat mencegah

keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum.®

Di tingkat daerah, Kejaksaan Negeri (kejari) sebagai pelaksana tugas
dan kejaksaan diwilayah kota atau kabupaten memiliki tanggung jawab
langsung dalam melaksanakan fungsi peningkatan kesadaran hukum
masyarakat. Fungsi ini di lakukan melalui berbagai program dan kegiatan,
antara lain: Program penyuluhan dan penegakkan hukum yang
diselenggarakan secara berkala diberbagai kelompok masyarakat, Program
Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang menargetkan siswa dan pelajar sebagai
generasi penerus bangsa, Program Jaksa menyapa yang bersifat komunikatif
dan interaktif dengan masyarakat, Kerja sama dengan instansi pemerintah
daerah, lembaga  Pendidikan,dan  organisasi = masyarakat  untuk
menyebarluaskan nilai-nilai hukum dan keadilan.™

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur,
merupakan wilayah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan demografis yang
sangat kompleks. Sebagai pusat pemerintah, perdagangan, dan Pendidikan

Kalimantan Timur, kota Samarinda mengalami pertumbuhan penduduk

% Nur Paikah, “Sosiologi Hukum”, (Makassar: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023),
him. 104.

10 Amsanul Amri dkk., Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Penyuluhan
Hukum, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume. 52, No. 2, 2022.

1 Atmaja, A. A., Sunarmi, S., & Trisna, W., op.cit.



signifikan akibat wurbanisasi dan migrasi dari daerah sekitamyal.12
Kompleksitas sosial ini menimbulkan tantangan khusus bagi aparat penegak
hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Samarinda, dalam membangun dan
mempertahankan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan publikasi resmi Kejaksaan Negeri Samarinda melalui
media sosial Instagram, diketahui bahwa pada tahun 2024 hingga 2025 telah
dilaksanakan sejumlah kegiatan penyuluhan hukum dilingkungan sekolah.
Pada tahun 2024, kegiatan penyuluhan difokuskan pada isu pemberantasan
judi online, di kalangan pelajar, dengan materi yang mencangkup dampak
negatif judi online, faktor pemicu keterlibatan pelajar, serta langkah-langkah
pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini. 3

Pada tahun 2025, Kejaksaan Negeri Samarinda kembali melaksanakan
kegiatan peningkatan kesadaran hukum dengan materi yang lebih variantif
dan konteksual, antara lain mengenai bahaya judi online, risiko penggunaan
rokok elektrik, penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, serta pengenalan
Kejaksaan Republik Indonesia beserta tugas, fungsi, dan perannya dalam
sistem penegkan hukum nasional kegiatan tersebut menunjukkan adanya
konsisten Kejaksaan Negeri Samarinda dalam menjalakan fungsi edukatif dan
preventif.14

Meskipun berbagai kegiatan penyuluhan hukum telah dilaksanakan
secara berkelanjutan, hingga saat ini belum banyak kajian akademik yang
secara khusus mengkaji peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar,
di tinjau dari indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan,
pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Selain itu, belum terdapat indikator

normatif yang dirumuskan secara sistematis untuk menilai efektivitas

pelaksanaan program-program tersebut.

12 Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, Data Demografis Kota Samarinda, diakses
melalui publikasi resmi BPS dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3 Kejaksaan Negeri Samarinda, Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2024-
2025. Diakses dari situs resmi
https://\llxww.instaqram.com/keiari.samarinda?iqsh:cGtObXRscherpx
Ibid.



https://www.instagram.com/kejari.samarinda?igsh=cGt0bXRscmJrYmpx

Kemudian, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari,
Khairunia, dan Fauzan di wilayah Kalimantan Tengah menunjukan bahwa
peran dan fungsi jaksa dalam penegakan etika dan perilaku masih
menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia,
koordinasi kelembagaan, maupun dukungan infrastruktur.’®

Disisi lain, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ruang
lingkup kewenangan Kejaksaan menjadi lebih luas dan menekankan
pentingnya fungsi pencegahan, termasuk peningkatan kesadaran hukum.
Perubahan regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi
Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengembangkan program-program
hukum yang berorientasi pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan
tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai
bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan
Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam
proposal skripsi yang berjudul PERAN KEJAKSAAN NEGERI
SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

B. Perumusan Masalah

15 estari, A. P., Khairunisa, M., & Fauzan, M., Peran dan Fungsi Jaksa dalam Penegakan
Etika dan Perilaku: Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Desentralisasi, Volume 2,
No. 1, 2025, him. 190-197.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan
Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kota Samarinda Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kota
Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri
Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk
mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai sejauh mana
Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran
Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

b. Penclitian ini dapat digunakan secbagai kerangka pikir dalam
mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap kendala yang
dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah proses
pengumpulan, pengelolaan, menganalisi, dan menyajikan data secara teratur

dan objektif guna menyelesaikan suatu masalah atau menguji hipoteisi

dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip yang bersifat umum.*®

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa inggris
normative legal research. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai normatief
Jjuridisch onderzoek. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai
penelitian hukum doktrinal, dogmatik, atau legistis serta disebut legal
research dalam tradisi Anglo Amerika merupakan bentuk penenlitian yang
bersifat internal dalam kajian ilmu hukum."’

Penelitian hukum normatif atau legal research pada umumnya
dilakukan melaui kajian dokumen dengan menggunakan bahan hukum
berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau
kontrak, teori hukum, serta pandangan para ahli. Penelitian ini juga dikenal
sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi
dokumen, karena objek kajiannya terbatas pada aturan hukum tertulis dan
bahan hukum sekunder yang Sebagian besar diperoleh dari sumber
kepustakaan.®®

18 Suyanto, “Metode Penenlitian Hukum Pengantar penelitian Norrmatif, Empiris dan
Gabungan”, (Gersik: Unigres Press, 2023), him.2.

" Iman Jalaludin Rifa’I dkk., “Metodologi Penelitian Hukum”, (Serang-Banten: PT Sada
Kurnia Pustaka, 2023), him. 6.
'8 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Universitas Press, 2020), him. 45-46.



Adapun pengertian penelitian hukum normatif dapat dipahami

melalui pendapat beberapa para ahli hukum yaitu:

a.

Menurut E. Sefullah Wiradipradja, menjelaskan bahwa penenlitian
hukum normatif merupakan penelitian yang menjadikan norma
hukum positif sebagai objek kajiannya. Dalam pendekatan ini,
hukum tidak dipahami sebagai konsep yang bersifat ideal semata,
melainkan sebagai sistem yang telah dilembagakan dan dituangkan
dalam bentuk norma, asas, serta institusi hukum yang berlaku. Oleh
karena itu, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian
hukum dogmatik, yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji,
memelihara, dan mengembangkan sistem hukum positif melaui
penalaran dan logika hukum.

Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, mengemukakan
bahwa penelitian hukum nomatif merupakan penelitian yang
memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma
tersebut mencangkup asas-asas hukum, kaidah dan norma yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
perjanjian, serta doktrin atau ajaran para sarjana hukum.

Menurut Bambang Suggono, penelitian hukum normatif atau legal
research merupakan penelitian yang menelaah asas-asas hukum,
sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan perundang-
undangan, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Penelitian ini
juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian
hukum dogmatik.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif
merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas- asas
hukum, serta doktrin hukum yang digunakan sebagai dasar dalam
menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum
normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau
konsep sebagai rekomendasi dalam penyelesaian masalah hukum
tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum
normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan
menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian
ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan, yang berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau
empiris yang lebih menitikberatkan pada penggunaan data primer.
Menurut Sutandyo Wigyosubroto, menyebut penelitian hukum
normatif sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap
hukum yang dipahami dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang
dianut oleh perumus atau pengembangan hukum tersebut.™

¥ 1bid, him. 46-47.
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Berdasarkan berbagai penelitian para ahli tersebut, penelitian
hukum normatif dapat dipahami sebagai kegiatan penelitian yang bertujuan
untuk mengkaji hukum sebagai seperangkat norma, kaidah, asas, prinsip,
doktrin, dan teori hukum melalui studi kepustakaan guna menjawab
permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian hukum
normatif pada umumnya dilakukan melaui studi dokumen dengan
menggunkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, perjanjian atau kontrak, asas dan prinsip hukum, serta pendapat
para ahli hukum.”

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang
berfokus pada pengkajian dan analisis sumber-sumber tertulis atau data
sekunder. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan
atau penenlitian hukum teoritis/dogmatis, karena seluruh bahan yang
digunakan berasal dari literatur dan dokumen hukum tertulis.”*

2. Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan
ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat, baik secara umum berupa peraturan perundang-undangan,
maupun secara khusus yang mengikat pihak-pihak tertentu, seperti
kontrak, konvensi, dokumen hukum, serta putusan pengadilan.22

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

20 |bid, hlm. 47-48.

2! |bid, hlm. 7-8

2 Wiwik Sri Widiarty, “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”, (Yogyakarta: Publika
Global Media, 2024), him. 127.
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan
penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang
meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta
media cetak dan media elektronik.?

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi
memberikan penjelasan tambahan dan membantu pemahaman terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti rancangan

undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.24

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam
penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta
penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

% bid.
* Ibid.
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Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan
topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi
kepustakaan adalah  teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelahaan terhadap buku, literatur, catatan,
dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan
diselesaikan.

b. Studi Lapangan
1) Wawancara
Wawancara guna memperoleh sumber data utama
dengan teknik wawancara langsung kepada :
a) Ibu Tasya Dwinka Putri Tanjung selaku Penelaah
Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli
Pertama) pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri
Samarinda Merangkap Anggota.
4. Analisi Bahan Hukum
Pengelolaan bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan
melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan
sistematisasi. Tahap sistematisasi bertujuan untuk menyusun bahan hukum
secara teratur sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau inkonsistensi
antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.25
Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan

selanjutnya dianalisi dengan menggunkan konseptual, pendekatan peraturan

% bid, him. 131.
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perundang- undangan, serta pendekatan lain yang relevan guna memperoleh

pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.26

Analisis dalam penenlitian ini dilakukan dengan metode hukum
normatif dengan pendekatan kulitatif, yaitu melalui penafsiran terdapat
bahan-bahan hukum yang telah diolah. Interprestasi ini digunakan untuk
menilai dan memahami hukum, khususnya terhadap bahan hukum primer,
guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma, konflik antara norma
(antinomi), maupun norma hukum yang tidak jelas.?” Hasil analisi kemudian
disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensip
mengenai peraturan dan pelaksanaan peran kejaksaan Negeri Samarinda
dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarkat di Kota Samarinda.

Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu
mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas
tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai
berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN

KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA

SAMARINDA

2 1bid.
2" 1bid, him. 132.
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Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari

berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori yang meliputi Teori Kewenangan, Teori
Peran, Teori Preventif, Teori Kesadaran Hukum, Teori Efektivitas
Hukum.

2. Landasan faktual yang berisi tentang wawancara dengan narasumber.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran
Hukum Masyarakat di Wilayah Kota Samarinda.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran
terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan

serta daftar Pustaka.



BABII

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN KEJAKSAAN
NEGERI SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM

MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Istilah
wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, sementara
kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengambil keputusan,
memberi perintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain.?®

Kewenangan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan, karena
kewenangan pada dasarnya adalah kekuasaan yang diberikan melalui
ketentuan konstitusi atau sumber hukum yang asli.? Istilah teori kewenangan
berasal dari terjemahan Bahasa inggris authority theory. Dalam terminologi
Bahasa Belanda, konsep ini dikenal sebagai theorie van het gezag, sedangkan
dalam Bahasa Jerman disebut theorie der autoritat.®

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori kewenangan
merupakan suatu teori yang membahas dan menganalisis kekuasaan yang

dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, baik

%8 Mardani, Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer,
(Jakarta: Kencana, 2024), him.145.

# Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, (Depok: PT Raja
Grafindo Persad, 2016), him. 57.

%0 Mardani, Op.cit. him. 145.
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dalam ranah hukum publik maupun privat. 3 Dengan teori ini, penelitian bisa
mengevaluasi apakah pelaksanaan kewenangan tersebut sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum, serta batas-batas tugas kejaksaan dalam melaksanakan
fungsinya.
Berikut ini, teori kewenangan mengandung beberapa unsur-unsur pokok,
yaitu:

a. Adanya kekuasaan;

b. Adanya organ pemerintah sebagai pemegang kewenangan; dan

€. Adanya hubungan hukum yang melandasi pelaksanaan kewenangan

tersebut.*

Kewenangan berkaitan dengan dasar atau sumber kekuasaan yang
dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum, baik yang
berhubungan dengan ranah hukum publik maupun yang berkaitan dengan
hukum privat.33 “Menurut Indroharto kewenangan yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu
atribusi, delegasi, dan mandat”3* Ketiga bentuk kewenangan tersebut penting
untuk dipahami karena masing-masing menimbulkan akibat hukum yang
berbeda, khususnya terkait pertanggung jawaban atas pelaksanaannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perolehan wewenang dalam

pemerintahan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua mekanisme Yaitu:

3L H.P. Panggabean, “Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia”,
(Bandung: PT Alumni, 2014), him.195.

% Ibid.

% Ibid.

* Ibid.
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1. Atribusi kewenangan untuk menetapkan keputusan (besluit) yang
secara langsung diberikan oleh undang-undang dalam arti materil.

2. Delegasi dalam keadaan tertentu juga mandate, yang dimaknai sebagai

perlimpahan kewenangan untuk menetapakan besluit dari pejabat
pemeritahan atau pejabat Tata Usaha Negara pihak lain. Dalam
delegasi, terjadi peralihan tanggung jawab dari pemberi delegasi
(delegans) kepada penerima delegasi (delegataris). Sementara itu,
mandat merupakan perlimpahan kewenangan kepada bawahan untuk
bertindak atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan
mandat, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab tetap berada pada
pemberi mandat.
Sebagai suatu konsep dalam hukum publik, wewenang sekurang-
kurangnya mengandung tiga unsur utama, yaitu adanya pengaruh, dasar
hukum yang jelas, serta kesesuaian atau konformitas dengan ketentuan
hukum yang berlaku.*

Berdasarkan sumbernya, kewenangan dapat diklasifikasikan menjadi
dua jenis, yaitu kewenangan personal dan kewenangan ofisial. Kewenangan
personal merupakan kewenangan yang timbul dari kemampuan individu,
seperti kecerdasan, pengalaman, nilai atau norma yang dianut, serta kapasitas
kepemimpinan. Sementara itu, kewenangan ofisial adalah kewenangan formal
yang diperoleh secara resmi melalui perlimpahan atau penugasan dari pihak
yang memiliki kedudukan lebih ‘[inggi.36 Namun, dalam praktir penyelenggar-
aan pemerintahan, kewenangan ofisial menjadi yang paling dominan dan
wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Teori Peran

Teori peran yang disebut dengan role of theory dalam bahasa
inggris, bahasa belanda disebut dengan theory van de rol, sedangkan
dalam bahasa jerman disebut dengan theorie van der rolle merupakan
suatu teori yang mengkaji tugas, fungsi, serta perilaku yang seharusnya
dijalankan oleh individu maupun lembaga yang memiliki kedudukandalam
masyarakat. Kedudukan tersebut dapat bersifat formal maupun informal.%’

Peran merupakan seperangkat harapan yang melekat pada
seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Sementara itu,

peranan dapat dipahami sebagai wujud pelaksanaan dari tugas dan

tanggung jawab utama yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukan

** Ibid. him. 196-197.

% Mardani, Op.cit. him. 146-147.

" 'H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi Dan Tesis, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), him. 141.
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tersebut.*® Jadi peran itu harapanya, dan peranan itu pelaksanaannya di
kehidupan sehari-hari.

Dalam pengertian tersebut, peran dipahami sebagai fungsi atau
posisi yang dimiliki oleh suatu subjek dalam organisasi serta dalam
hubungannya dengan masyarakat. Fungsi dalam hal ini diartikan sebagai
jabatan, tugas, atau kegunaan tertentu yang dijalankan oleh seseorang atau
lembaga.39

Adapun menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, teori peran
memandang perilaku masyarakat sebagai reaksi yang tercermin dalam sikap
tindakan, maupun ucapan yang harus selaras dengan status dan kedudukan
yang dimiliki. Status menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat,
sedangkan peran merupakan perilaku yang diharapkan sesuai dengan
kedudukan tersebut.”” Namun pada dasarnya, setiap individu memiliki posisi
tertentu dalam masyarakat, dan dari posisi itu timbul ekspetasi mengenai
bagaiman mereka sebaikknya bertingkah laku.

Namun, teori ini tidak hanya relevan bagi masyarakat, melainkan juga
bagi negara dan institusi-institusinya, seperti pemerintah dan lembaga
penegak hukum. Setiap institusi dituntut menjalankan perannya sesuai dengan
kedudukan yang dimiliki guna menyelesaikan permasalahan sosial hukum.
Oleh, karena itu peran perlu dipahami secara luas dengan mencankup peran
seluruh aktor dalam sistem hukum dan masyarakat.**

Institusi pada dasarnya dapat di kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Institusi formal adalah lembaga yang dibentuk secara resmi oleh
negara untuk menjalankan peran tertentu dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Lemabaga ini mencangkup institusi yang menjalankan
fungsi pemerintahan (eksekutif), pembentukan peraturan perundang-
undangan (legislatief), serta penegakkan dan pelaksanan hukum
(yudikatif).

2. Institusi nonformal merupakan lembaga yang lahir dari insiatif
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan
berbagai persoalan yang muncul diantara anggota masyarakat. Dalam
masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, terdapat pula

% |bid.

% 1bid, him 141-142.
0 Ibid, him.142.

1 pid.
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lembaga-lembaga  yang  berperan  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan adat maupun dalam penyelesaian sengketa.*?

3. Teori Preventif

Berdasarkan teori preventif yang dikemukakkan oleh A., S. Alam,
upaya preventif meruapakan kelanjutan dari tindakan preventif yang
berada pada tahap pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam
pelaksanaan upaya preventif, fokus utama diarahkan pada pengurangan
dean penghapusan peluang yang memungkinkan terjadi sesuatu tindak
kejahatan.*

Preventif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan
sebagai upaya pencegahan guna menekan atau meminimalkan
kemungkinan terjadi pristiwa yang tidak di harapkan di kemudian hari.**

4. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran hukum
diartikan sebagai pemahaman bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh
ketentuan hukum, sehingga mendorong adanya kecenderungan untuk
menaati peraturan yang berlaku.®

Dari segi istilah, beberapa ahli juga memberikan pandangannya

mengenai definisi kesadaran hukum.

*2 1bid, him. 143.

*8 Jean Calvijn Simanjuntak, H. Juli Agung Pramono, Febrianto Guntur Sunoto,

Pencegahan Kejahatan, Patroli Dialogis, Restorative Justice, dan Perlindungan Data

Pribadi, (Depok: Rajawali Pers, 2024), him. 62.

# Kasmanto Rinaldi, “Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya, Potret Beberapa Kasus

Kejahatan Di Provinsi Riau”, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), him. 271.

** Hamda Sulfinadia, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas
Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan”, (Yogyakarta: CV Budi
Utama, 2020), him.12
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a. Menurut Sudikno Mertokusumo, memaknai kesadaran hukum
sebagai pemahaman mengenai perbuatan yang seharusnya
dilakukan maupun yang seharusnya dihindari, khusunya dalam
kaitannya dengan hubungan antar individu.*®

b. Menurut Soerjono Sockanto, Kesadaran hukum merupakan nilai-
nilai yang tumbuh dan berkembang dalam diri individu terkait
dengan keberadaan hukum yang berlaku maupun hukum yang
diharapkan untuk diwujudkan.*’

Kesadaran hukum tersebut merupakan proses psikis yang terdapat
dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.
Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum itu terdapat pada setiap
manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.”® Dan
juga, kesadaran hukum merupakan landasan penting dalam mewujudkan
masyarakat yang tertib dan berkeadilan masyarakat yang tertib dan
berkeadilan.

Peranan hukum di dalam masyarakat, sebagaimana tujuan hukum
itu sendiri, menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam masyarakat
selalu terdapat perbedaan antara pola perilaku yang terjadi di tengah
masyarakat dengan pola perilaku yang diharapkan oleh norma-norma

hukum.* Jadi, tantangan hukum adalah menjembatani perbedaan antara

 1bid. him. 12.
7 bid.
8 bid.
9 pid.
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apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum dengan apa yang benar-
benar terjadi di lapangan.

Hamda Sulfinadia juga menyatakan bahwa, kesadaran hukum dapat
diukur melalui lima indikator, yaitu:

1. Pengetahuan hukum adalah pemahaman individu mengenai adanya
aturan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan
diperbolehkan.

2. Pemahaman hukum merupakan kemampuan individu untuk
memahami isi makna ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sikap hukum adalah kecenderungan individu dalam menilai dan
menerima hukum yang tercermin dalam kepatuhan atau
ketidakpatuhan terhadap hukum.

4. Perilaku hukum adalah tindakan nyata individu yang sesuai dengan
ketentuan hukum berlaku.

5. Rasa keterikatan dan dorongan bertindak demi hukum merupakan
kesadaran internal yang mendorong individu untuk menaati hukum
secara sukarela, meskipun tanpa adanya sanksi.”

Kelima indikator tersebut digunakan sebagai instrument untuk
menilai tingkat kesadaran hukum yang tercermin dalam perilaku
masyarakat. Apabila seseorang hanya sebatas mengetahui keberadaan
hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya masih tergolong rendah.
Sebaliknya, apabilah seseorang telah bertindak sesuai dengan ketentuan
hukum serta memiliki rata keterikatan dan dorongan internal untuk
menaati hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya
berada pada katagori tinggi.‘r’l

Kesadaran hukum masyarakat juga tercermin dari beberapa aspek
yang saling berkaitan, yaitu adanya pemahaman terhadap hukum yang
berlaku, sikap menghormati hukum sebagai pedoman perilaku,
pemahaman terhadap substansi atau isi norma hukum, serta perilaku
menaati hukum secara sukarela tanpa adanya paksaan.52 Tingkat kesadaran

hukum seseorang juga dapat dilihat dari sejauh mana hukum dipahami dan

ditaati.

*01bid. him. 13-15.

*! Ibid.

*2 Seorjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, Jurnal Advokasi Indonesia:
Layanan Hukum, Volume 3, No. 2, 2021, him. 255.
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5. Teori Efektifitas Hukum

Peraturan  perundang-undangan  disusun untuk = menjamin
pelaksanaan hukum secara konsisten dan nondiskriminatif berdasarkan
prinsip equality before the law. Namun, dalam praktiknya, penerapan
hukum belum berjalan efektif akibat ketidakjelasan norma, inkonsistensi
aparat penegak hukum, serta kurangnya dukungan masyarakat. Kondisi
tersebut menunjukan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kualitas penegakan hukum dan
kesadaran masyarakat.

Undang-undang dikatakan efektif jika dapat dilaksanakan dengan
baik, yang berarti bahwa isi undang-undangnya jelas dan tidak memerlukan
interpretasi tambahan, aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan
konsisten dan masyarakat yang terpengaruh oleh aturan tersebut memberikan
dukungan.>

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum memiliki hubungan yang
erat dengan validitas hukum. Validitas hukum tercermin dari sifat mengikat
norma hukum yang mewajibkan individu untuk bertindak sesuai dengan
ketentuan hukum, baik dalam hal ketaatan maupun penerapannya. Sementara
itu, efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana norma-norma hukum benar-
benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.”

Efektifitas hukum diukur dari tingkat tercapainya tujuan hukum yang
telah ditetapkan. Suatu aturan dikatakan efektif apabila penerapanya mampu
menghasilkan dampak nyata sesuai dengan sasaran yang diinginkan, misalnya
ditunjukkan oleh penurunan tingkat kejahatan setelah hukum tersebut
diberlakukan.”® Hukum dianggap efektif apabila mampu mewujudkan tujuan

yang ditetapkan serta menghasilkan dampak nyata dalam kehidupan

masyarakat.

%3 Ferdinand Fassa, Asmiyanti, “Penyelesain Sengketa Konstruksi: Dan Sollen & Das
Sein”, (Jakarta: PU Press, 2024), him. 71.
54 1
Ibid.
> bid. him. 72.
*® Ibid.
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Efektifitas hukum tidak hanya dinilai dari keberadaan aturan, tetapi
juga dari sejauh mana hukum tersebut diterima dan ditaati oleh masyarakat
serta bagaimana aparat penegak hukum melaksanakannya. Hukum dapat
dianggap efektif apabila terdapat tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi,
penerapan hukum yang konsisten yang berkeadilan oleh aparat, serta
tercapainya tujuan atau hasi yang diinginkan.”’

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum
ditentukan oleh 3 (tiga) faktor yaitu;

1. Faktor hukum, Efektifitas hukum dipengaruhi oleh unsur-unsur
seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Faktor masyarakat, Penegak hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam komunitas.

3. Faktor kebudayaan, Hukum mempengaruhi masyarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan mendorong
perubahan sosial.>®

Efektivitas hukum ialah upaya untuk menilai sejauh mana penerapan
hukum dimasyarakat sesuai dengan tujuan konsep hukum ideal. Dengan

demikian, dapat terlihat perbedaan antara hukum dalam praktik dilapangan

dengan apa yang seharusnya terjadi menurut teori hukum. >

Beberapa ahli menjelaskan pengertian efektivitas hukum, antara lain
sebagai berikut:

a. Soerjono Soekanto memaknai efektivitas hukum sebagai upaya
penanaman dan penerapan hukum dalam masyarakat, yang didukung
oleh peran aparat penegak hukum serta penggunaan kewenangan
secara optimal.

b. H.M. Athar Mudzhar mendefinisikan efektivitas hukum sebagai
kemampuan suatu peraturan hukum untuk menyesuaikan diri dan
berlaku dalam jangka Panjang dengan memperlihatkan aspek filosofis,
yuridis, dan humanistis.

c. Ahmad Ali menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dinilai dari
tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prinsip dan ketentuan hukum
yang berlaku.

d. Anthony Allott mengartikan efektivitas hukum sebagai kemampuan
dalam mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah
diterapkan.60

*" Ibid. him. 73.

*® Ibid. him. 74.

% Maufuah, “Efektifitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Prespektif Filsafat Hukum”
Volume 1, No.2, 2024, him. 38.

% Ibid.
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Menurut Max Black, inti persoalan efektivitas hukum terletak pada
penilaian apakah suatu hukum benar-benar berlaku dalam praktik.
Pembahasan efektivitas hukum di Indonesia berarti menilai sejauh mana
hukum mampu berfungsi dalam mengatur serta mendorong kepatuhan
masyarakat, dengan tetap memenuhi syarat keberlakuan yuridis, sosiologis,
dan filosofis.” Hukum bisa disebut efektif kalau mampu mengatur perilaku
masyarakat dan memenuhi aspek legal, sosial, dan nilai-nilai keadilan secara
bersamaan.

Secara umum, teori efektivitas hukum mencakup tiga fokus kajian
utama, yaitu:

1. Keberhasilan pelaksanaan hukum dalam praktik;

2. Kegagalan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

3. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum
tersebut.®?

Efektifitas hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk
memastikan agar hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara efektif dalam
masyarakat. Pembahasan mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat
berkaitan dengan kemampuan hukum dalam mengatur serta mendorong atau
memaksa masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Efektvitas
hukum tersebut dapat dipahami melalui penilaian terhadap terpenuhinya
syarat keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan secara yuridis, sosiologis, dan
filosofis.®®

Oleh sebab itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi

berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Kaidah atau norma hukum;

*L Ibid. him. 38-39.

%2 Yuvensianus Manek, | Made Arjaya, Ni Komang Arini Styawati, “Perlindungan Hukum
Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia ”,
(Surabaya: Scopindo Media staka, 2023), him. 49.

% H. Irwan Jasa Taringan, “Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi osial
Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalagunaan Narkotika ”, (Yogyakarta: CV Budi
Utama, 2017), him. 52.
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2. Aparat penegak hukum; dan
3. Masyarakat sebagai subjek hukum.®*
B. Landasan Faktual
Adapun hasil wawancara terkait Peran Kejaksaa Negeri Samarinda

Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kota
Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Penelaah
Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama) pada Seksi
Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda Merangkap Anggota. Pada tanggal
30 Maret 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan
M. Yamin No. 4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
Kalimantan Timur dengan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung, S.H.

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
oleh Kejaksaan Negeri Samarinda

“Pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum oleh
Kejaksaan Negeri Samarinda pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi
Kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum dan penerangan hukum.
Kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penyampaian informasi
hukum semata, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun
budaya hukum di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Kejaksaan
Negeri Samarinda berperan aktif dalam memberikan pemahaman hukum
yang bersifat preventif, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui
hukum, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam
kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pola sosialisasi
langsung kepada masyarakat, baik di lingkungan sekolah, instansi, maupun
komunitas masyarakat. Metode yang digunakan tidak hanya berupa
ceramah tatap muka, tetapi juga dikembangkan melalui dialog interaktif,
tanya jawab, serta penyampaian materi hukum yang disesuaikan dengan
permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan
adanya pergeseran metode dari yang bersifat satu arah menjadi lebih
partisipatif. Bahkan dalam beberapa kegiatan, digunakan ilustrasi kasus

® Ibid, him. 53.
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nyata agar peserta lebih mudah memahami materi hukum yang
disampaikan.

Secara normatif, pelaksanaan kegiatan tersebut didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
yang menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang
melaksanakan kewenangan negara di bidang penegakan hukum. Selain itu,
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 juga
mengatur bahwa seksi intelijen pada kejaksaan negeri memiliki tugas
dalam melaksanakan kegiatan intelijen penegakan hukum dan penerangan
hukum. Adapun secara teknis, pelaksanaan penyuluhan hukum
berpedoman pada  Keputusan Jaksa ~Agung Nomor KEP-
001a/A/JA/01/2006 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan
Hukum. Dengan adanya dasar hukum tersebut, kegiatan penyuluhan
hukum memiliki legitimasi yang kuat sebagai bagian dari upaya preventif
dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada penindakan
tetapi juga pada pencegahan pelanggaran hukum.

. Program-Program yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri
Samarinda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tasya Dwika Putri
Tanjung, S.H., selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon
Ahli Pertama) pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda, diketahui
bahwa pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum dilaksanakan
melalui beberapa bentuk kegiatan, antara lain Jaksa Masuk Sekolah (JMS),
penerangan hukum pada instansi atau komunitas, serta program jaksa
menyapa dan jaksa menjawab yang disiarkan melalui media seperti radio
dan televisi. Ketiga program tersebut memiliki karakteristik yang berbeda,
namun saling melengkapi dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat
baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam praktiknya, program tersebut terbagi menjadi dua bentuk
utama, yaitu penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Kegiatan
penerangan hukum merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang
dilakukan oleh Kejaksaan untuk memberikan pemahaman hukum kepada
masyarakat melalui metode sosialisasi, penyuluhan, ceramah, serta dialog
interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
hukum masyarakat. Penyuluhan hukum lebih menekankan pada aspek
edukatif dan pembinaan kepada kelompok tertentu, seperti pelajar, dengan
materi yang lebih terstruktur dan mendalam. Sementara itu, penerangan
hukum bersifat lebih informatif dan ditujukan kepada masyarakat luas,
baik melalui tatap muka maupun media massa. Pembagian ini
menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak
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hukum secara represif, tetapi juga sebagai lembaga edukatif yang berperan
dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di kejaksaan negeri
samarinda juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penentuan
sasaran. Dalam beberapa kasus, kegiatan dilakukan berdasarkan inisiatif
Kejaksaan, namun tidak jarang pula berasal dari permintaan pihak sekolah
atau instansi yang membutuhkan narasumber. Hal ini menunjukkan adanya
hubungan timbal balik antara Kejaksaan dengan masyarakat dalam upaya
meningkatkan kesadaran hukum. Hubungan tersebut juga mencerminkan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai sumber
informasi hukum yang dapat di percaya.

Berdasarkan publikasi capaian kinerja tahun 2025, terdapat
sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain sekitar 6 kegiatan
Jaksa Masuk Sekolah (JMS), 4 kegiatan penerangan hukum, serta 5
kegiatan jaksa menyapa dan jaksa menjawab melalui media. Media massa
yang digunakan antara lain radio melalui siaran di Radio Republik
Indonesia Kota Samarinda serta televisi melalui Televisi Republik
Indonesia Kalimantan Timur. Selain itu, Kejaksaan Negeri Samarinda juga
memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menyebarkan
informasi hukum, publikasi kegiatan penyuluhan hukum, serta edukasi
hukum kepada masyarakat secara lebih cepat dan luas. Pemanfaatan
berbagai media tersebut menjadi salah satu strategi Kejaksaan Negeri
Samarinda dalam memperluas jangkauan penyampaian informasi hukum
kepada masyarakat. Meskipun jumlah tersebut tidak terlalu besar, namun
kegiatan tersebut tetap memberikan kontribusi dalam menjangkau berbagai
segmen masyarakat di Kota Samarinda. Kegiatan jaksa masuk sekolah
tersebut dilaksanakan di beberapa sekolah di Kota Samarinda, seperti MTS
Negeri Samarinda, SMP Negeri 5 Samarinda, MA Sabilla Rasyad, SMP 11
Samarinda, SMA Prestasi, dan SMP Negeri 2 Samarinda. Berdasarkan
publikasi capaian kinerja tahun 2025, terdapat sejumlah kegiatan yang
telah dilaksanakan, antara lain sekitar 6 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah
(JMS), 4 kegiatan penerangan hukum, serta 5 kegiatan Jaksa Menyapa dan
Jaksa Menjawab melalui media. Media massa yang digunakan antara lain
radio melalui siaran di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda serta
televisi melalui Televisi Republik Indonesia Kalimantan Timur. Selain itu,
Kejaksaan Negeri Samarinda juga memanfaatkan media sosial seperti
Instagram untuk menyebarkan informasi hukum, publikasi kegiatan
penyuluhan hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat secara lebih
cepat dan luas. Pemanfaatan berbagai media tersebut menjadi salah satu
strategi Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memperluas jangkauan
penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Meskipun jumlah
tersebut tidak terlalu besar, namun kegiatan tersebut tetap memberikan
kontribusi dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat di Kota
Samarinda. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah tersebut dilaksanakan di
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beberapa sekolah di Kota Samarinda, seperti MTs Negeri Samarinda, SMP
Negeri 5 Samarinda, MA Sabilla Rasyad, SMP Negeri 11 Samarinda, SMA
Prestasi, dan SMP Negeri 2 Samarinda. Materi penyuluhan hukum yang
disampaikan dalam setiap kegiatan tidak selalu sama di setiap sekolah,
melainkan disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan yang sering
terjadi di lingkungan sekolah masing-masing. Dengan demikian, sekolah
yang satu belum tentu menerima materi yang sama dengan sekolah
lainnya. Pada beberapa sekolah materi yang disampaikan berkaitan dengan
bahaya penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja, serta perundungan
(bullying). Sementara pada sekolah lain materi yang diberikan dapat
berkaitan dengan penggunaan media sosial secara bijak maupun
pengenalan dasar mengenai konsekuensi hukum dari berbagai bentuk
pelanggaran hukum. Sementara itu, program jaksa menyapa dan jaksa
menjawab dilaksanakan melalui media seperti RRI Kota Samarinda dan
TVRI Kalimantan Timur.

. Kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam
Melaksanakan Kegiatan Program Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, Kejaksaan Negeri
Samarinda masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi
efektivitas program. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber
daya manusia, khususnya pada bidang intelijen yang bertugas
melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum. Keterbatasan
ini menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat secara merata. Selain kendala tersebut, dalam
pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum melalui media massa seperti
program Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab juga dapat ditemui beberapa
kendala teknis. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan
waktu siaran, gangguan teknis pada perangkat komunikasi, serta
keterbatasan interaksi langsung dengan masyarakat dibandingkan dengan
kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara tatap muka.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran
yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada terbatasnya jumlah
kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun. Luasnya wilayah kerja
Kejaksaan Negeri Samarinda juga menjadi faktor penghambat, mengingat
tidak semua wilayah dapat dijangkau secara optimal dalam waktu yang
bersamaan. Selain faktor tersebut, cakupan wilayah pelaksanaan kegiatan
juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program penyuluhan
hukum. Berdasarkan hasil wawancara, pada tahun 2025 kegiatan
penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda
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masih lebih banyak terfokus pada wilayah Kota Samarinda. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan di wilayah yang lebih luas. Apabila kegiatan
penyuluhan hukum diperluas ke wilayah lain di luar Kota Samarinda,
maka kebutuhan anggaran yang diperlukan juga akan meningkat sehingga
perlu adanya perencanaan yang lebih matang dalam pelaksanaannya.

4. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Satu
Tahun

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, diketahui bahwa
Kejaksaan Negeri Samarinda melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum
dan penerangan hukum dengan jumlah yang bervariasi. Dalam satu tahun,
kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan sekitar enam kali, sementara
kegiatan penerangan hukum kepada masyarakat atau instansi dilaksanakan
sekitar empat kali. Selain itu, kegiatan melalui media seperti Jaksa
Menyapa dan Jaksa Menjawab dilaksanakan sekitar lima kali.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum
tetap dilaksanakan secara rutin, meskipun belum dalam jumlah yang besar.
Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran dan
sumber daya manusia. Oleh karena itu, frekuensi kegiatan setiap tahunnya
dapat mengalami perubahan tergantung pada kondisi dan kebijakan yang
berlaku.

5. Sasaran Program Penyuluhan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, sasaran program penyuluhan hukum
yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda cukup beragam.
Sasaran utama kegiatan ini adalah pelajar, khususnya siswa tingkat SMP
dan SMA, yang dianggap sebagai kelompok strategis dalam pembentukan
kesadaran hukum sejak dini. Selain itu, kegiatan juga ditujukan kepada
instansi pemerintah, komunitas masyarakat, serta kelompok tertentu yang
membutuhkan pemahaman hukum.

Dalam pelaksanaannya, beberapa sekolah yang telah menjadi
sasaran kegiatan antara lain SMP Negeri 5 Samarinda, SMP Negeri 2
Samarinda, serta beberapa sekolah lainnya di Kota Samarinda. Selain
pelajar, masyarakat umum juga menjadi sasaran melalui kegiatan
penerangan hukum maupun program yang disiarkan melalui media.
Dengan demikian, sasaran program tidak hanya terbatas pada satu
kelompok, melainkan mencakup berbagai lapisan masyarakat.

6. Materi Hukum yang Disampaikan dalam Kegiatan Penyuluhan
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Seksi
Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda, diketahui bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan penerangan hukum pada tahun 2025 tidak terdapat
satu tema besar yang berlaku secara seragam untuk seluruh kegiatan.
Materi yang disampaikan dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum
cenderung bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi serta
kebutuhan dari sasaran kegiatan. Hal tersebut dikarenakan permasalahan
hukum yang dihadapi oleh masing-masing kelompok masyarakat,
khususnya di lingkungan sekolah, dapat berbeda-beda.

Sebagai contoh, dalam kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS),
materi penyuluhan hukum yang diberikan kepada siswa disesuaikan
dengan isu atau permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah
tersebut. Pada beberapa sekolah, Materi hukum yang disampaikan dalam
kegiatan penyuluhan hukum pada umumnya bersifat preventif dan
disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan yang sering terjadi di
masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, materi yang paling sering
disampaikan kepada pelajar meliputi kenakalan remaja, bullying,
penyalahgunaan narkotika, perjudian online, penggunaan media sosial
secara bijak, serta perlindungan anak. Namun pada sekolah lain, materi
yang diberikan dapat berbeda, misalnya mengenai penggunaan media
sosial secara bijak, pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, ataupun
pemahaman dasar mengenai hukum dan konsekuensi dari pelanggaran
hukum.

Pemilihan materi tersebut didasarkan pada fenomena yang sering
terjadi di kalangan masyarakat, khususnya remaja, sehingga materi yang
disampaikan menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Selain itu,
penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan yang komunikatif agar
peserta dapat mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari.

Respon Masyarakat atau Pelajar terhadap Kegiatan Penyuluhan
Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, respon masyarakat maupun pelajar
terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
Negeri Samarinda menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari
tingginya tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan, terutama dalam sesi
tanya jawab dan diskusi.

Peserta cenderung aktif dalam mengajukan pertanyaan serta
memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Antusiasme
tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan sudah
cukup efektif dalam menarik perhatian peserta. Selain itu, materi yang
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disampaikan juga dianggap relevan dengan kebutuhan peserta, sehingga
mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

. Jumlah Petugas atau Jaksa yang Terlibat dalam Kegiatan Penyuluhan
Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, jumlah petugas
atau jaksa yang terlibat bersifat fleksibel tergantung pada kebutuhan
kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, dalam setiap kegiatan umumnya
melibatkan dua sampai tiga orang jaksa sebagai narasumber.

Selain itu, kegiatan juga didukung oleh staf serta tim dokumentasi,
sehingga total personel yang terlibat dalam satu kegiatan berkisar sekitar
lima orang. Keterlibatan beberapa personel ini bertujuan untuk
memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan materi dapat
disampaikan secara optimal kepada peserta.

Penilaian Keberhasilan Program Penyuluhan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, Kejaksaan Negeri Samarinda dalam
menilai keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya berfokus
pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan lebih menekankan
pada aspek kualitatif. Hal ini disebabkan karena jumlah kegiatan setiap
tahun dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan anggaran.

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan program
antara lain tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan
berlangsung. Selain itu, Kejaksaan Negeri Samarinda juga menggunakan
instrumen berupa survei untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap
kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil surver tersebut kemudian
digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program di
masa yang akan datang.

Terkait dengan pertanyaan mengenai adanya perubahan signifikan
dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat sebelum dan sesudah
pelaksanaan program, secara kuantitatif belum terdapat data yang
menunjukkan perbandingan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun,
secara kualitatif dapat dilihat adanya peningkatan pemahaman peserta
terhadap materi hukum yang disampaikan. Peningkatan tersebut
diharapkan dapat berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang
lebih patuh terhadap hukum.
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10. Upaya Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Hukum di
Masa yang Akan Datang

Berdasarkan hasil wawancara, Kejaksaan Negeri Samarinda telah
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan
penyuluhan hukum di masa yang akan datang. Upaya tersebut antara lain
dengan memperluas jangkauan sasaran kegiatan agar dapat menjangkau
lebih banyak lapisan masyarakat.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Samarinda juga berupaya
mengembangkan metode penyuluhan melalui pemanfaatan media dan
teknologi, sehingga penyampaian informasi hukum dapat dilakukan secara
lebih luas dan efisien. Penyesuaian materi dengan perkembangan isu
hukum yang terjadi di masyarakat juga menjadi salah satu langkah penting
agar materi yang disampaikan tetap relevan.

Upaya lainnya adalah memperkuat kerja sama dengan berbagai
pihak, seperti sekolah, instansi pemerintah, dan komunitas masyarakat,
guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu,
kerja sama juga dapat dilakukan dengan lembaga bantuan hukum, aparat
penegak hukum, maupun lembaga yang bergerak di bidang perlindungan
anak. Misalnya koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dalam
memberikan pemahaman mengenai akses bantuan hukum bagi
masyarakat, kerja sama dengan pihak kepolisian dalam penyampaian
materi terkait tindak pidana, serta kolaborasi dengan lembaga
perlindungan anak dalam memberikan edukasi mengenai pencegahan
perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Selain itu, evaluasi secara
berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa program yang
dilaksanakan dapat memberikan dampak yang optimal dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.”®

% Hasil wawancara dengan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung Selaku Penelaah Penuntutan
dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama) pada Seksi Intelijen Kejari Samarinda Merangkap
Anggota pada tanggal 30 Maret 2026.



BAB Il

PEMBAHASAN TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI
SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SAMARINDA.
A. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran
Hukum Masyarakat di Wilayah Kota Samarinda
Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat merupakan manifesting dari fungsi kejaksaan yang tidak
hanya berorientasi pada penegakkan hukum secara represif, tetapi juga
mencangkup pendekatan preventif dan edukatif. Dalam prefektif hukum
peran tersebut memiliki landasan yang kuat dan juga merupakan bagian dari
pelaksanaan kewenangan Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman
umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya pada ketentuan pasal 30
ayat (3) huruf a yang menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan
untuk turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat sebagai bagian dari fungsi preventif penegakan hukum. Dengan
demikian peran ini bukan sekadar kebijakan institusional, melainkan
merupakan mandat normatif yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari
fungsi negara dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di tengah

masyarakat.
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Secara teoritis, peran ini dapat dianalisis menggunakan teori
kewenangan, teori peran, serta teori preventif. Berdasarkan teori kewenangan,
Kejaksaan Negeri Samarinda memiliki legitimasi hukum dalam
melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum karena kewenangan tersebut
diperoleh secara atribusi dari peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda
dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan pelaksanaan
kewenangan yang sah secara hukum.

Dalam perspektif teori peran, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga penuntutan (represif), tetapi juga memiliki peran edukatif dan
preventif dalam masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai
kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada
masyarakat agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini.

Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif teori kewenangan,
pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum oleh Kejaksaan Negeri
Samarinda menunjukkan adanya penggunaan kewenangan atribusi yang
diberikan langsung oleh undang-undang. Kewenangan tersebut tidak hanya
memberikan legitimasi kepada kejaksaan untuk bertindak, tetapi juga
menuntut adanya tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini,
Kejaksaan Negeri Samarinda tidak hanya menjalankan kewenangan secara
formal, tetapi juga mengimplementasikannya secara substantif melalui

berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini
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menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki tidak bersifat pasif,
melainkan aktif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan
Negeri Samarinda juga mencerminkan adanya pendekatan partisipatif dalam
penegakan hukum. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek
yang memiliki peran aktif dalam memahami dan menaati hukum, bukan
sekadar objek yang harus diatur. Dalam kegiatan penyuluhan, masyarakat
diberikan ruang wuntuk Dbertanya, berdiskusi, serta menyampaikan
permasalahan hukum yang mereka hadapi. Dengan demikian, terjadi interaksi
dua arah yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran hukum yang
lebih efektif. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan paradigma hukum
modern yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses
penegakan hukum.

Di sisi lain, peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan
kesadaran hukum juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam membangun
budaya hukum (/egal culture) di masyarakat. Budaya hukum merupakan salah
satu elemen penting dalam sistem hukum yang menentukan sejauh mana
hukum dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Melalui kegiatan
penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, kejaksaan berperan
dalam menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat, sehingga terbentuk
pola perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Proses ini tentunya
memerlukan waktu yang tidak singkat, namun menjadi langkah penting

dalam menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum.
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Keberadaan program-program seperti Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa
Menyapa juga menunjukkan adanya inovasi dalam metode penyuluhan
hukum. Kejaksaan tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional,
tetapi mulai memanfaatkan berbagai media dan pendekatan yang lebih
menarik dan komunikatif. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan
teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat, khususnya di kalangan
generasi muda. Dengan memanfaatkan media yang relevan, penyampaian
informasi hukum dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif, sehingga
mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau melalui
metode tradisional.

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Samarinda menjalankan
peran tersebut melalui fungsi intelijen penegakan hukum dan penerangan
hukum yang secara struktural berada pada Seksi Intelijen. Fungsi ini memiliki
karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan fungsi penuntutan, karena
lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana
melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa kegiatan
peningkatan kesadaran hukum dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti
sosialisasi langsung, dialog interaktif, serta pemanfaatan media komunikasi.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak bersifat satu
arah, melainkan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek
hukum, sehingga proses internalisasi nilai-nilai hukum dapat berlangsung

secara lebih efektif.
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Apabila dianalisis menggunakan teori peran, Kejaksaan Negeri
Samarinda telah menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya sebagai
lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi tidak hanya dalam aspek
penindakan, tetapi juga pembinaan masyarakat. Peran tersebut tercermin
dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk memberikan
pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok pelajar
sebagai generasi penerus bangsa. Dalam konteks ini, peran kejaksaan tidak
hanya bersifat formal sebagai institusi negara, tetapi juga bersifat sosial
sebagai agen perubahan yang berupaya membentuk perilaku masyarakat agar
sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan
pelaksanaan peran tersebut sangat bergantung pada kemampuan kejaksaan
dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan peran tersebut adalah
melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), yang secara khusus ditujukan
kepada pelajar sebagai kelompok yang berada pada tahap pembentukan
karakter. Program ini memiliki nilai strategis karena pendidikan hukum sejak
dini dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang taat hukum di masa
depan. Dalam kegiatan JMS, materi yang disampaikan tidak hanya bersifat
teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh
pelajar, seperti bullying, penyalahgunaan narkotika, serta penggunaan media
sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda

telah menerapkan prinsip kontekstualisasi dalam penyampaian materi hukum,
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sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari
peserta.

Kejaksaan Negeri Samarinda juga melaksanakan kegiatan penerangan
hukum yang ditujukan kepada masyarakat luas, baik melalui tatap muka
maupun melalui media massa seperti radio dan televisi. Program seperti Jaksa
Menyapa dan Jaksa Menjawab merupakan bentuk inovasi dalam
penyebarluasan informasi hukum yang memungkinkan masyarakat untuk
memperoleh penjelasan secara langsung dari aparat penegak hukum. Dari
sudut pandang teori preventif, kegiatan ini merupakan upaya untuk
mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memberikan
pemahaman yang memadai kepada masyarakat. Dengan meningkatnya
pengetahuan hukum, diharapkan masyarakat dapat menghindari perbuatan
yang bertentangan dengan hukum serta mampu menyelesaikan permasalahan
hukum secara tepat.

Apabila dikaitkan dengan teori kesadaran hukum, peran Kejaksaan
Negeri Samarinda dapat dilihat dari upaya meningkatkan indikator-indikator
kesadaran hukum masyarakat, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan
perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penyuluhan hukum
yang dilakukan telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
peserta terhadap hukum, yang ditunjukkan melalui keaktifan peserta dalam
bertanya dan berdiskusi. Selain itu, sikap positif terhadap hukum juga mulai
terbentuk, yang tercermin dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan.

Meskipun demikian, perubahan pada aspek perilaku hukum masih
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memerlukan waktu dan proses yang berkelanjutan, karena berkaitan dengan
internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks efektivitas hukum, peran Kejaksaan Negeri Samarinda
dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya
optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan
sumber daya manusia, anggaran, serta luasnya wilayah kerja yang harus
dijangkau. Namun demikian, apabila dilihat dari indikator kualitatif, seperti
tingkat partisipasi peserta dan respon positif terhadap kegiatan, program
penyuluhan hukum yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang cukup
signifikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang
menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
aturan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap
hukum.

Selain faktor internal, keberhasilan pelaksanaan peran Kejaksaan
Negeri Samarinda juga dipengaruhi oleh adanya kerja sama dengan berbagai
pihak, seperti sekolah, instansi pemerintah, serta media massa. Kerja sama ini
menjadi penting karena memungkinkan perluasan jangkauan kegiatan serta
peningkatan efektivitas penyampaian materi hukum. Dalam hal ini, kejaksaan
tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari
berbagai pihak untuk mencapai tujuan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga menjadi salah satu faktor

kunci dalam keberhasilan program tersebut.
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Dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang
dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Samarinda, pelaksanaan peran tersebut
dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang
berada di bawah koordinasi bidang intelijen penegakan hukum. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan berbagai metode, antara lain sosialisasi langsung, dialog
interaktif, serta pemanfaatan media massa seperti radio dan televisi.

Program-program yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda
dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat antara lain:

1. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan salah satu
bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
Negeri Samarinda yang ditujukan kepada kalangan pelajar sebagai
generasi muda. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
hukum sejak dini agar para pelajar memiliki kesadaran dan kepatuhan
terhadap norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Program ini merupakan bentuk penyuluhan hukum yang ditujukan
kepada pelajar sebagai generasi muda. Materi yang disampaikan
bersifat preventif, seperti bahaya narkotika, bullying, kenakalan remaja,
serta penggunaan media sosial. Program ini menunjukkan adanya upaya
penanaman kesadaran hukum sejak dini. Selain itu, program ini juga
berperan dalam membentuk karakter pelajar yang sadar hukum,
disiplin, serta memiliki tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan

yang komunikatif dan mudah dipahami, kegiatan Jaksa Masuk Sekolah
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diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai hukum secara efektif serta
mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kalangan pelajar. Dengan
demikian, program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) menunjukkan adanya
upaya nyata dari pihak kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat sejak usia dini, yang merupakan langkah strategis
dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan taat hukum di masa
yang akan datang.
Penerangan Hukum kepada Instansi dan Masyarakat

Penerangan hukum kepada instansi dan masyarakat merupakan
salah satu bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh
Kejaksaan Negeri Samarinda dengan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman hukum di kalangan masyarakat secara lebih luas. Kegiatan
ini tidak hanya ditujukan kepada pelajar, tetapi juga menyasar berbagai
elemen masyarakat, seperti instansi pemerintah, organisasi
kemasyarakatan, serta komunitas yang ada di wilayah Kota Samarinda.
Kegiatan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lebih luas,
baik instansi pemerintah maupun komunitas. Materi yang disampaikan
bersifat informatif dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, materi yang disampaikan bersifat informatif,
edukatif, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik audiens.
Adapun materi yang diberikan dapat meliputi pemahaman mengenai
hukum pidana, hukum perdata, bahaya tindak pidana Kkorupsi,

penyalahgunaan narkotika, serta isu-isu hukum aktual yang
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berkembang di masyarakat. Penyesuaian materi ini bertujuan agar
informasi yang diberikan dapat lebih relevan dan mudah dipahami oleh
peserta kegiatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan penerangan
hukum ini umumnya berupa sosialisasi, penyuluhan langsung, ceramah,
serta sesi diskusi dan tanya jawab. Dengan adanya interaksi antara
narasumber dan peserta, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman
yang lebih mendalam serta terbentuknya kesadaran hukum yang tidak
hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari. Selain itu, kegiatan penerangan hukum ini juga memiliki
peran strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di
masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan hukum, masyarakat
diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya serta dapat
menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Dengan demikian, penerangan hukum kepada instansi dan
masyarakat merupakan salah satu upaya nyata dari Kejaksaan Negeri
Samarinda dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, serta
mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di wilayah
Kota Samarinda.
Program Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab

Program ini dilaksanakan melalui media massa seperti radio dan
televisi, yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara lebih
luas. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh informasi

hukum serta menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada
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narasumber dari Kejaksaan. Program ini bertujuan untuk menjangkau
masyarakat secara lebih luas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu,
sehingga informasi hukum dapat diakses oleh berbagai Ilapisan
masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini menyajikan berbagai
materi hukum yang bersifat informatif dan aktual, meliputi isu-isu
hukum yang sedang berkembang di masyarakat, seperti tindak pidana
umum, penyalahgunaan narkotika, serta permasalahan hukum lainnya
yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi
dilakukan oleh narasumber dari pihak kejaksaan yang memiliki
kompetensi di
bidangnya, sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjaw-
abkan secara hukum. Salah satu keunggulan dari program ini adalah
adanya interaksi langsung antara masyarakat dengan narasumber.
Melalui sesi tanya jawab, masyarakat diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun permasalahan hukum
yang dihadapi. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum
masyarakat, tetapi juga memberikan solusi atau penjelasan atas
permasalahan yang dihadapi secara langsung. Selain itu, penggunaan
media massa sebagai sarana penyuluhan hukum dinilai efektif dalam
meningkatkan jangkauan dan efisiensi penyampaian informasi.
Masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau melalui kegiatan tatap
muka dapat tetap memperoleh edukasi hukum melalui program ini.

Dengan demikian, kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan
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kesadaran hukum masyarakat secara merata. Dengan adanya program
Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab, Kejaksaan Negeri Samarinda
menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan hukum yang
informatif, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga
diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar
dan taat hukum.

Berdasarkan data tahun 2025, Kejaksaan Negeri Samarinda telah
melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain 6 kegiatan Jaksa Masuk
Sekolah, 4 kegiatan penerangan hukum, serta 5 kegiatan Jaksa Menyapa dan
Jaksa Menjawab. Untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan
tersebut, perlu dilakukan perbandingan dengan pelaksanaan kegiatan pada
tahun sebelumnya. Berdasarkan penelusuran data yang dipublikasikan
melalui akun media sosial Instagram Kejaksaan Negeri Samarinda, pada
tahun 2024 juga telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum melalui
program Jaksa Masuk Sekolah di beberapa sekolah di Kota Samarinda. Salah
satu kegiatan tersebut dilaksanakan di SMA Negeri 10 Samarinda dengan
materi mengenai kesadaran hukum pelajar terhadap bahaya judi online. Selain
itu, kegiatan serupa juga dilaksanakan di SMP Negeri 22 Samarinda dengan
materi mengenai pemberantasan judi online di lingkungan pelajar. Materi
tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah terkait
pemberantasan perjudian daring sebagaimana diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan

Perjudian Daring. Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan pada
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tahun 2025, materi penyuluhan hukum yang disampaikan menunjukkan
variasi yang lebih beragam dan disesuaikan dengan kondisi serta
permasalahan yang terjadi di masing-masing sekolah. Kegiatan tersebut
menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam melaksanakan fungsi
peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori preventif, kegiatan-kegiatan tersebut
merupakan bentuk upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran
hukum. Dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat,
khususnya pelajar, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya tindak
pidana di kemudian hari.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum, keberhasilan program ini
dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman
hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian,
peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kota Samarinda lebih banyak
terlihat pada aspek pengetahuan dan pemahaman hukum, yang tercermin dari
antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan serta keaktifan dalam bertanya.

Namun demikian, pengukuran terhadap perubahan perilaku hukum
masyarakat secara langsung masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hal
ini disebabkan karena belum adanya indikator kuantitatif yang sistematis,
seperti sebelum penyuluhan hukum dan setelah penyuluhan hukum atau atau
berulang kali dalam waktu yang berbeda, yang dapat mengukur perubahan

tingkat kesadaran hukum secara komprehensif dari waktu ke waktu.
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Dapat disimpulkan bahwa peran kejaksaan negeri samarinda dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah berjalan dengan baik,
terutama dalam aspek edukasi dan pencegahan. Namun, efektivitas program
masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal evaluasi dan pengukuran
dampak jangka panjang terhadap perilaku hukum masyarakat. Meskipun
masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, secara umum
program tersebut telah memberikan kontribusi yang positif dalam
meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya di kalangan
pelajar. Ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas kegiatan, serta memperkuat sistem evaluasi agar dampak yang
dihasilkan dapat diukur secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Dalam pelaksanaan perannya, Kejaksaan Negeri Samarinda tidak
terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program
peningkatan kesadaran hukum masyarakat, tidak terlepas dari berbagai
kendala yang mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Kendala
tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik yang bersifat internal maupun
eksternal. Secara normatif, Kejaksaan telah memiliki dasar hukum yang kuat
dalam melaksanakan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
namun dalam praktiknya pelaksanaan tugas tersebut seringkali dihadapkan
pada keterbatasan yang mempengaruhi optimalisasi hasil yang dicapai. Oleh

karena itu, analisis terhadap kendala yang dihadapi menjadi penting untuk
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mengetahui sejauh mana hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan program serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.
Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi dapat dianalisis
menggunakan teori efektivitas hukum, yang menyatakan bahwa keberhasilan
suatu hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, dan
masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah personel pada bidang intelijen relatif terbatas, sehingga
dalam pelaksanaan kegiatan sering kali melibatkan jaksa dari bidang
lain. Hal ini berdampak pada keterbatasan frekuensi kegiatan yang
dapat dilaksanakan.

2. Keterbatasan Anggaran

Faktor anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam
pelaksanaan program. Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan
jumlah kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun menjadi terbatas.

3. Luasnya Wilayah dan Sasaran Kegiatan

Kota Samarinda memiliki wilayah yang cukup luas dengan
jumlah penduduk yang besar, sehingga tidak semua masyarakat dapat
dijangkau secara merata oleh kegiatan penyuluhan hukum.

Selain itu, cakupan wilayah pelaksanaan kegiatan juga berkaitan
erat dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri
Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2025 kegiatan

penyuluhan hukum masih lebih banyak difokuskan pada wilayah Kota
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Samarinda. Apabila kegiatan penyuluhan hukum diperluas ke wilayah
lain di luar Kota Samarinda, maka kebutuhan anggaran yang diperlukan
juga akan semakin besar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya
Kejaksaan perlu melakukan prioritas terhadap sasaran kegiatan agar
program yang dilaksanakan tetap berjalan secara efektif meskipun
dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.
4. Variasi Tingkat Pemahaman Masyarakat
Tingkat pemahaman hukum masyarakat yang berbeda-beda
menjadi tantangan dalam penyampaian materi. Hal ini menuntut
Kejaksaan untuk menyesuaikan metode dan materi penyuluhan dengan
karakteristik sasaran.
5. Keterbatasan Evaluasi Program
Belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur dan berbasis
data kuantitatif menjadi kendala dalam mengukur keberhasilan program
secara objektif.

Selain kendala-kendala yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat
pula kendala lain yang berkaitan dengan aspek struktural dan manajerial
dalam pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Dalam praktiknya, kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya membutuhkan
kesiapan materi dan narasumber, tetapi juga memerlukan perencanaan yang
matang serta koordinasi yang efektif antarbagian di dalam institusi kejaksaan
itu sendiri. Keterbatasan dalam perencanaan program yang terintegrasi dapat

menyebabkan kegiatan penyu luhan hukum berjalan secara tidak teratur atau
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tidak berkelanjutan. Hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya
pencapaian tujuan jangka panjang dari program tersebut, yaitu terbentuknya
kesadaran hukum yang melekat dalam diri masyarakat.

Di sisi lain, kendala juga muncul dari aspek keberlanjutan program
penyuluhan hukum itu sendiri. Dalam beberapa kondisi, kegiatan penyuluhan
hukum dilaksanakan berdasarkan agenda tahunan atau permintaan dari pihak
tertentu, sehingga sifatnya cenderung insidental. Padahal, peningkatan
kesadaran hukum masyarakat memerlukan proses yang berkelanjutan dan
konsisten. Tanpa adanya kesinambungan program, maka pemahaman yang
telah diberikan kepada masyarakat berpotensi tidak bertahan lama dan tidak
berkembang menjadi perilaku hukum yang nyata. Oleh karena itu,
keberlanjutan program menjadi salah satu faktor penting yang perlu
diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum.

Kendala lainnya juga berkaitan dengan metode penyampaian materi
yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Meskipun Kejaksaan Negeri
Samarinda telah menggunakan metode interaktif seperti dialog dan tanya
jawab, namun dalam beberapa kasus metode tersebut belum sepenuhnya
mampu menarik perhatian seluruh peserta. Hal ini terutama terjadi pada
kelompok masyarakat yang memiliki tingkat minat yang rendah terhadap isu-
isu hukum. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode penyuluhan
hukum, seperti penggunaan media audiovisual, simulasi kasus, maupun
pendekatan berbasis teknologi digital agar materi yang disampaikan lebih

menarik dan mudah dipahami.
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Perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan
tersendiri dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Di satu
sisi, teknologi memberikan peluang besar bagi Kejaksaan untuk
menyebarluaskan informasi hukum secara lebih luas dan cepat. Namun, di
sisi lain, maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks terkait
hukum di media sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi kejaksaan untuk tidak hanya
menyampaikan informasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa informasi
tersebut dapat bersaing dengan arus informasi lain yang beredar di
masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, kendala yang dihadapi oleh
Kejaksaan Negeri Samarinda juga mencerminkan adanya kesenjangan antara
hukum sebagai norma dengan hukum dalam praktik (law in books dan law in
action). Secara normatif, hukum telah mengatur berbagai aspek kehidupan
masyarakat secara jelas, namun dalam praktiknya penerapan hukum sering
kali tidak berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan
kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui
penyuluhan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai aspek
lain, seperti penegakan hukum yang konsisten, keteladanan aparat, serta
budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Tingkat pemahaman hukum masyarakat yang berbeda-beda juga
menjadi kendala dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Masyarakat dengan

latar belakang pendidikan yang berbeda tentu memiliki tingkat pemahaman
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yang berbeda pula terhadap materi yang disampaikan. Hal ini menuntut
Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mampu menyesuaikan metode dan materi
penyuluhan agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila hal
ini tidak dilakukan dengan baik, maka penyuluhan hukum yang dilaksanakan
berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kendala-kendala tersebut
menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya ditentukan
oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung
lainnya, seperti sumber daya manusia, anggaran, serta kondisi masyarakat.
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh
tiga faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak
hukum, dan faktor masyarakat. Dalam konteks ini, kendala yang dihadapi
oleh Kejaksaan Negeri Samarinda mencerminkan adanya keterbatasan pada
faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat, yang secara langsung
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program peningkatan kesadaran
hukum.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Kejaksaan Negeri
Samarinda tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program melalui
berbagai strategi, seperti memperluas kerja sama dengan instansi terkait,
memanfaatkan media massa, serta menyesuaikan materi dengan kebutuhan
masyarakat. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen dari Kejaksaan untuk
tetap menjalankan perannya secara maksimal, meskipun dalam kondisi yang

terbatas. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan kendala yang dihadapi
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dapat diminimalisir, sehingga tujuan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang
dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan
anggaran, luasnya wilayah kerja, rendahnya partisipasi masyarakat, serta
belum optimalnya sistem evaluasi program. Kendala-kendala tersebut saling
berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program secara
keseluruhan. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari internal kejaksaan,
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali
langsung institusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dan
berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, sehingga peran
Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat dapat berjalan secara lebih optimal di masa yang akan datang.
Dengan demikian, kendala yang dihadapi tidak menghambat secara
keseluruhan pelaksanaan program, namun menjadi faktor yang perlu

diperhatikan dalam upaya peningkatan efektivitas program ke depan.



B AB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat
disimpulkan bahwa :

1. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat telah dilaksanakan melalui fungsi preventif dan
edukatif secara cukup optimal.Hal ini diwujudkan melalui berbagai
program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), penerangan hukum,
serta Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab melalui media. Program-
program tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya
berperan dalam penegakan hukum secara represif, tetapi juga aktif
dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan pemahaman hukum
masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Keberhasilan program
lebih terlihat dari indikator kualitatif seperti partisipasi dan antusiasme
peserta serta meningkatnya pemahaman hukum, meskipun belum
sepenuhnya diukur secara kuantitatif.

2. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Samarinda masih
menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas
program. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya
manusia, keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja, serta
rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya sistem

evaluasi program. Meskipun demikian, Kejaksaan tetap berupaya
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menjalankan perannya melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan

pemanfaatan media sebagai sarana penyuluhan hukum.

Kejaksaan Negeri Samarinda perlu meningkatkan kualitas dan
jangkauan program penyuluhan hukum serta memperkuat sistem
evaluasi yang lebih terukur. Hal ini dapat dilakukan dengan
memperluas sasaran kegiatan ke berbagai lapisan masyarakat serta
menggunakan metode evaluasi seperti survei atau pengukuran dampak
agar efektivitas program dapat diketahui secara lebih komprehensif.

Diperlukan dukungan yang lebih optimal dari pemerintah serta
partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum.
Dukungan tersebut, baik dalam bentuk anggaran maupun sumber daya
manusia, akan membantu pelaksanaan program secara lebih
maksimal, sementara keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting

dalam mewujudkan kesadaran hukum yang berkelanjutan.
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